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KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESiSELATAN
:ヽlomor:12022090312

TENTANG

PERPANJANCAN IZ!N OPERAS:ONAL SMAIT AR‐ RAHMAH

KEPADA

YAYASAN AR RAHMAH SULAWESi

GUBERNUR SULALA「ESi SELATAN

Menrbaca : Surat Permohonan dari KEPALA Sh/lAlT Nornori007ノB/YAS/SP/XI―
EKs/2021 24¨ 11-2021 perinal SI\/A lslam Terpadu
Ar-Rahmah;

lVlenimbang: a. bahwa Provinsi Sulawesi Selatan
Nomor:867 .P.SMA/Disdik 19 April dan HasI Verifikasi101eh Tim

Verifikasi Pada Tanggal 18 April 2A22 Yang Menyatakan Bahwa SMA lT AR-
RAHMAH Layak Di Berikan Perpanjangan lzin Operasional Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaEaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan lzin
Operasional Sekolah.

hlengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pedidikan nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagamana telah diubah
beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor I Tahun zArc Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 5679);

3. Peraturan Penrerintah Nomor 1V tahub 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan
pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lenrbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 nomor 221);

5. Peraturan lvlentri Pendidikan Nasional Republik lndonesia nomor 19 tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan
hlenengah;

6. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik lndonesia nomor 36
tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubajan dan Penutupan Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang
Penyelengg araan Pendidikan ;



B. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor ?6 tahun 2A19 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Penizinan dan Non Ferizinan Terpadu Satu Pintu
Fada Pernerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

9 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Rl Nomor 26 Tahun 2A21 tentang Pernberian lzin Satuan
Pendidikan.

Memperhatikan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Nomor:421.3/3291-P.SIMA.2/DlSDlK tanggal 11 lVlei

Ope rasiona I Sekola h S I\,4AIT AR-RAH l\lAH hrla ka ssar.

Sulawesi Seiatan
2018 tentang lzin

MEMUTUSKAN

Menetapkan:KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZiN OPERAS10NAL SMAIT
AR―RAHMAH;

KESATU :l\4enyetujuipenyelenggaraan Operasional Kepada;
Nama Sekolah
Alamat
No. Telpon/HP

i SMAIT AR‐ RAHMAH
: Jl.Pajjaiang No.39 Kota
: 082346112228/0821

KEDUA
NPVVP
i Sekolah

「neiaksan

berlakui

di

KETICA

KEEMPAT

E)iterbitkan dlヽ4akassar

Pada‐丁angga1 22 Apri1 2022

A.n.CUBERNUR SULAWESISELATAN
PLT=KEPALA DiNAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU PROVINSISuLAWESISELATAN

Dra.Hi SUKARNIATY KONDOLELE,M.M.
Pangkati PEMBINA UTAMA MADYA
Nip:196506061990032011

Tembusan Yth
t. Gubernur Provinsl Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2" Kepala Dinas Pendidikan Provinsl Sulawesi Selatandi Makassar
a. Kepala Dinas Pendidikan Kota l\4akassar
+. Kepala Cabang Wil.l dan ll Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua YAYASAN AR RAHMAH SULAWESI
6. Kepala Sh/A lT AR-RAHIIAH
?. Pertinggal

ⅣO′ИOR REG/SIRス Sノ 2θ22θ3227727イ 9

wajib mentaati dan
aturan dan ketentuan yang

PERPANJANGAN lzin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun, terhitung sejak
ditetapkannya keputusan ini, dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya:
Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya;

Calatan :
. UU ITE No. 1 1 Tahun 2008 Pasal 5 ayat I 'Informasi Elektronik danlatau hasil cetaknyn merupakan alaf bukti yang sc&.'
' Dokumen id telah ditandatangani secara elektronik mcnggunatan serdffkat elektrouit yalg diterbitkan B$rtr
. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scon pda Qi Code 0


